
Menimbang : 

  

BUPATI GORONTALO 

PRGVINSI GCRONTALO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 1 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO 

a. 

SNGAN RAHMAT TYJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa dalani menyelenggarakan urusan bidang 

pendidikan sekaga: sulah satu urusan pemerintahan 

daerah kabupaten/ko-a yang bersifat wajib, dibutuhkan 

orginisasi peraigkat daerah yang disusun dengan 

meji1pe.hatikan ..snek koordinasi, integrasi, sinkronisasi 

dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara 

pemesintah pusat dan daerah, 

bahwa berdaserkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

No1r.or 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 443"), susunan organisasi perangkat 

daerah ditetapkun cengan Peraturan Daerah dengan 

memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman 

pada Peraturan Pemerintah: 

bahwa dengan telah diundangkannva Peraturan Menteri 

Pendidikan can Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 

tentang Perubahan  bPerggunaan Nama Kementerian 

Pendidikan Nasional Menjad. Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Berits Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 561), maka Nama Organisasi dan



    

Mengingat 

Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional harus 

disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan 

dimaksud menjadi Diuas Pendidikan dan Kebudayaan: 

banwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu membentuk Peraturan Daerah sentang 

Pembentukar Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendidikan can Kebudayaan Kabupaten Gorontalo: 

Pasa! 18 ayat (6) Undang-Unuang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

Uncang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Penibentukar Daerah-daerah Tingkat II di Suawesi 

(Lembaran Negara Rnublik Indonesia Tahun 1959 

Nomor ' 74, “Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indmnesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Non.or 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 'Tehun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahur 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Peimbangaas Kk:uangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tanbahan Iembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Feraturan Perundang-undangar (Lerabaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah



Kanvupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tah.im 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Kepublik Indor.esia Nomor 1737), 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4! Tahun 2007 rentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

“Indonesia Tanun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

48 Tahun 2011 tentang Ferubahan Pengguncan Nama 

Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian 

Pendidikan aan Kebudayaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tuhun 2011 Nomor 661): 

  

Dengan Persetujuar. Bei sama 

DEWAN PERWAKILAN KAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

dar 

BUPATI GORONTALO 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PEMBEN,UKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUFATEN GORONTALO 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

« 1. Pemerintah Daera"- adalah Kepala Daerah dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat 

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

ssbagu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Pemerintahan Darrah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas ctonomi ci tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-Ivasnya dalam sistem dan prinsip Negara



    

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik Indcnesia 

Talun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Pepublik indonesia Nomor 4737): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republix 

Indonesia Tahiin 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Repuolik Indonesia Nomor 4741): 

8. Peratureu Mentei Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

46 Tahun 2611 tentang Perubahan Penggunaan Nama 

Kernenterian Pendidikan Nasional Menjadi Kemeaterian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Noinor 661): 

Dengan Persetiyuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

Menetapxan : 

dan 

BUPATI GORONTAI.0O 

MEMUTUSKAN 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratiien Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerak. 

.Dewai Perwakilan Raxyat Daerah yang selanjutrya dapat 

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seltas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara



  

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 

Pasa, 4 

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pasal 5 

Laam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 4, Dinas mer.yelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kehmjakan teknis sesuai dengan lingkup 

tugasnya, 

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum sesuai Cengen lingkup tugasnya, 

Cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 

tuge.snya, 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Daerah sesuai dengan tugas dan fiingsinya, 

Pasal 6 

(1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. 

(2) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

BAR IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Fasal 7 

(1) Susi Organisasi D'nas terdiri dari : 

a. Kepala Dinas, 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bigian Keuangan dan Aset. 

2. Sub Begian Umum, Kepegawaian dan Diklat. 

3. Suk Bagian Perencenaan aan Pengolahan Data.



BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi deerah. 

Pasal 4 

Dinas meupunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah berdasrrkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

Fasal 4, Dinas :nenyelenggarakan fungsi : 

'a. perunusan kebijakan teknis sesuai dengar lingkup 

to tugasnya, 

b. penyelenggaraan urusar pemerintahan dan pelavanan 

umum sesuai dengan lingkup tugasnya, 

c. pembinaan dan nelaksanaun tugas sesuai dengan lingkup 

tugasnya, 

Jd. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Daerah sesuai dengan tugas aaa fungsinya, 

Pasal 6 

(1) Dinas dipim»in oleh Kepala Dinas. 

(2) Kepaia Diras berkedudukan di bawah dan be-tanggung 

jawab kepada Kepela Daerah inelalui Sekretaris Dewrah. 

  

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 7 

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : 

a. Kepala Dinas, 

b. Sekretariat, mem bawahkan : 

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Diklat. 

3. Sub Bagi.n Persucanaan dan Pengolahan Data



  

c. Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan 

Layanan Khusus, membawahkan: 

1. Seksi Kelembagaan, Pembelajaran dan Kurikulum, 

2. Seksi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Pendidikan. 

d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan: 

1. Seksi Kelembagaan, Pembelajaran dan Kurikulum, 

2. Seksi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Pendidikan. 

e. Bidang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal 

dan Informal, membawahkan : 

1. Seksi Bina Pendidikan Anak Usia Dini, 

2. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal. 

f£. Bidang Kebudayaan dan Mutu Pendidikan, membawakan: 

1. Seksi Pembinaan Seni, Budaya dan Purbakala, 

2. Seksi Kualifikasi dan Sertifikasi. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum 

pada Lampiran Peraturan Daerah ini. 

Pasal 8 

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Sub-sub 

Bagian, Bidang-bidang dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah. 

BAB V 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

Pasal 9 

(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis 

Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang 

mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 

(2) Penetapan nama dan susunan organisasi Unit Pelaksana 

Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.



    

Pasal 10 

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal S, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara 

operasionul dikoordinasikan »leh Camat. 

BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 11 

(1) Dengan perataran daerah ini pada Dinas dibentuk 

Kelompok Jabatar, Fungsional mempunyai tugas 

melakukar  kegiata, sesuai dengan bidang tenaga 

fungsional masing-masing baik keahlian maupun 

kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangen. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan 

keahlian dan keburuhan. 

Pasa) 12 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsiona! yang diatur dan ditetapkan berdasarkan 

peraturan ' peruixd ang-undangan. 

(2) Kelcuipok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang 

tenaga fungsional sen.or yang ditunjuk dan berada 

dibawah serta Lertanggur.g jawao kepada Kepala Dinas. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok 

dan sub kelompok sesuai kebutuhan. 

(4) Jumlah jakatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat 

jenis dan beban keria. 

(S) Pemtinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan 

sesuai dengan pzreturan perundang-undangan.



  

(4) 

(2) 

“ (3) 

(1) 

(2) 

BAB VII 

“ TATA KERJA 

Pasal 13 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit 

organisasi, . dan kelumpok tenaga fungsional wajib 

menerapkar vrinsip koordinasi, iniegrasi Wan sinkronisasi 

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 

satuan organisasi di lingkungan Pemerint:ih Daerah serta 

dengan instansi jain di luar Pemerintah Daerah sesuai 

dengan tugas masing- masing. 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 

bawahannya masing-mas:ng dan bila terjadi penyimbangan 

agar mengambil langkah-langkah yang diperlukar sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Setiap pimpinari satuan organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masiig-masing 

dan memberikan bimvi.gan serta petunjuk-petunjuk bagi 

pelaksanaar. tugas bawahannya. 

Pasal 14 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 

atasan masing-raasing dan menyiapkan laporan berkala 

tepat pada waktuirva. 

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 

orgasisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan 

untuk meinberikan petunjuk kepada bawahan. 

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 

atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada 

satuan »rganisasi lain yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja. 

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan 

organisasi Jibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan 

dalaim rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing- 

masing, wajib mengaaakan rapat berkala.



  

BAE VII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 15 

(1) Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan 

Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Fasal 16 

Dengan berlakunya Peraturai Duerah ini, maka Peraturan 

Daerah Kebupaten Gorontalo Nomur 10 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Xabupaten 

Gorontalo Tahun 2007 Nomor 23), dinyatakan tidak berlaku. 
am 

Pasai 17 

Hal-hal yang belum diatu: dan atau belun cukup d.atur 

dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan 

Peraturar Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala 

Daerah. 

Pasal 18 

Peraturan — Daerah ini mulai berlaku . pada tanggal 

diundangkan.
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Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Sorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 14 Maret 2014 

BUPAIN GORONTALO, 

  

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal .” : -— 

  

SIKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

    

DIJAH U. TAYEB 

LEM2ARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR



    

11 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 1 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO 

UMUM 

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru 

dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang benar-benar 

sesvai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mampu 

melaksanakan tugas pokok dan funsinya dengan efesien, efektif dan 

rasional, senantiasa mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi 

dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama perangkat 

deerah raaupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan 

upaya ini organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu 

besar dan tidak terlampau lebar pembidangannya. Selain itu dengan 

semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintan dalam rangka 

menmlikung terwujudnya ata pemerintahan yang baik (good 

governance) akan tercipta »rgarisasi perangkat uaerak yang lebih. 

efesien dengan memberi ruang »artisipasi masyarakat vang lebih 

besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. 

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan 

.bidang pendidikan yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan 

p?merintahan, pembangunan dan pe'ayanan masyarakat maka pzrlu 

. membentuk crganisasi perangkat yang berkenaan dengan urusan 

dimaksud dan mengacu pada besaran organisasi dan perumpunan 

perangket daerah sebagaiinana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan 

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Jprganisasi Peraagkat Daerah. Melalui Penataan organisasi perangkat 

daerah yang handal dengan didukung oleh surnber daya manusia 

yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik dalam 

menjalarikan organisasi.
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Berdasarkan pertimberigan sebagainiana yang diuraikan di atas 

maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Goron:alo mernbentuk Peraturan Daerah 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Gorentalo. 

il. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cuku» jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

& Pasal 4 

Cukur jclas 

Pasal 5 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

huruf d 

Cukup jelas 

Pasal 6 

  

Aya (1) 

Cukup jelas. 

Ayat 12) 

Pertanggungjawaban Kepala Diras kepada Kepala Daerah 

melalui Sekretaris — Daerah adaiah per-anggungjawaban 

administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Dinas 

merupakan bawahan langsing Sekretaris Daerah. Secara 

struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Kepala 

Daerah. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas
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Ayat (2) 

Cukup ielas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Ayat -(1) | 

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana 

teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis 

secera langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat 

sedangkan teknis penurjang adalah melaksanakar, kegiatan 

untuk mendukurg pelaksanaan tugas organisasinya induknya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 10 

  

Cukup jelas 

Pasal 11 

—.. Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3j 

  

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) Pan 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas



    

Ayat (3) 

C'ikup jelas 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cikup jelas 

Avat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Ayat (1| 

Cukup jelas 

Ayat: (2) 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 

14



Cc 
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR : 

TANGGAL : 
TENTANG : 

e 

  

  
KEPALA DINAS 

    

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO 

  

  

    

  

  

  

  
  

    

  

      

  

    

PENDIDIKAN DASAR DAN 

PENDIDIKAN KHUSUS DAN 

  

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN BA 
Me ta NN aan UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERENCANAAN DAN 

1 DIKLAT PENGOLAHAN DATA 

| | I | 

BIDANG Sean BIDANG BIDANG 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, KEBUDAYAAN DAN MUTU 

PENDIPIKAN MENENGAN NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN 
LAYANAN KHUSUS 

    

j 
  

    

  

  

    

  

   

  

SEKSI    SEKSI 

      

    

SEKSI SEKSI 
KELOMPOK JABATAN KELEMBAGAAN, KELEMBAGAAN, 

FUNGSIONAL PEMBELAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN 
KURIKULUM KURIKULUM 

SEKSI SEKSI 
      PESERTA DIDIK, PENDIDIK 

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

  

  PESERTA DIDIK, PENDIDIK 
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN     

BINA PENDIDIKAN ANAK USIA PEMBINAAN SENI, BUDAYA 

DINI DAN PURBAKALA 

SEKSI 

SEKSI PENDIDIKAN NON 

FORMAL DAN INFORMAL   

  

  SEKSI 

KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI                           r 
  

      

UPTD 1 

  

      

UPTD I 

  

BUPATI GORONTALO, 

  

ju
a


